


RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL
TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji syulcur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan, rahmat dan
karunia-Nya, s¢hingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kota Cimahi
Tahun 2024 dapat tersusun sesusi rencana.

Rencana Kerja (RENJA) disusun sebagai acuan untuk melaksanakan
berbagai program dan kegiatan pada anggaran 2024 vang mengacu pada
realisasi kinerja tahun anggaran 2022, Renja merupakan dokumen
perencanaan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan berbagai
program dan kegiatan di Tahun 2024.

Kami menyadar Rencana Kerja (RENJA) vang disusun ini, belum
secara sempurna menggambarkan perencanaan yang ideal untuk
mewujudkan kesejahteraan sosial di Kota Cimahi serta pemberdayaan
masyarakat namun demikian kami berharap Renja mi akan menjadi arah
dan pedoman bagi Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2024,

Kami berharap melalui Rencana (RENJA| ini, Dinas Sosial Kota
Cimahi dapat mewujudkan Visi Kota Cimahi 2023-2026 yaitu Cimahi
Cerdas.

s LOH, M.M.
foTia Utama Muda

NIP. 19711003199101 1002



BAB 1
FENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Hencana Kerja Dinas Sosial merupakan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung
oleh pemernntah daersh maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakal dan merupakan pelaksanaan dari Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cimahi dan mengacu pada Rencana
Pembangunan Daerah [EPD Kota Cimahi Tahun 2023 - 2026 serta
Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan
atas Perda Nomor & Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkal Daerah Kota Cimahi.

Rencana Kerja Dinas Sosial memuat berbagai rencana Program dan
Kegiatan yvang diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial
gerta selaras pula dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomer 59 Tahun 2021 yang memadi pedoman dalam
peyusunan seluruh rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada
Tahun 2024.

Dalam penyusunan Renja Dinas Sosial dilakukan pengkajian dan
analisa terlebih dahulu terhadap hkondisi il lapangan, evaluasi
pelaksanaan rencana kerja sebelumnya. Masalah kemiskinan di Kota
Cimahi menjadi permasalahan yang harus ditangani secara serius karena
akan membawa dampak yang sangat besar terhadap berbagai aspek
kehidupan. Adanya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
(PPKS) di Kota Cimahi yang cukup banyak karena permasalahan ekonomi
sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang, oleh sebab itu
penanganan masalah tersebut serta pencegahannya harus terakomodir

dalam program dan kegiatan yang ada.

Dinas Sosial Kota Cimahi mengampu 3 Misi yaitu Mewujudkan Tata
Kelola Pemerintahan yvang Baik dan Meningkatkan Perchonomian yang
Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Dacrah, Mewwujudkan Keserasian
Pembangunan yang Berkeadilan, dan Mewujudkan Pembangunan
Berkelanjutan yang Sesuai Daya Dukung dan DayaTampung Lingkungan.



Untuk mewujudkan dan mengimplementasikan misi yang diampu
oleh Dinas Sosial Kota Cimahi maka disusuniah Rencana Kerja yang akan
dipunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran
Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2024,

1.2. STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Cimahi, Dinas Sosial mempunyai tugas
membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang
sosial yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas [Eselon 1l b), berada
dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota, Dinas Sosial
dalam menjalankan tugas adalah sebagai berikut :

1. TUGAS DAN FUNGSI

a. Perumusan keranghka regulasi, pedoman dan petunjuk teknis
penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sostal;

b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial;

¢. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan
bidang sosial;

d. Pelaksanaasn admimstrasi kesekretaratan Dinas Sosial; dan

e, Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai
dengan bidang tugasnva

2. SBUSUNAN ORGANISASI
Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas:
a. Sekretariat;
b. Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial;
¢. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir
Miskin;
d. UPTD; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Sekretariat terdiri dari
al] Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
bl Bubbagian Program dan Keuangan.




b. Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.

¢, Bidang Perlindungan Jaminan Soaial dan Penanganan Fakir
Miskin sehagaimana terdin atas:
a) Beksi Perlindungan Sosial dan Kebencanaan;
b) Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial; dan
c) Seksi Pengolahan dan Analisis Data.

Jabatan Fungsional

Seiring dengan diberlakukannya Permenpan REB Nomor 17
Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam
Jabatan Fungsional, maka jabatan struktural yang semula ada
di sctiap Bidang menjadi jabatan fungsional yang discsuaikan
dengan nama jabatan yvang sesuai dengan peraturan tersebut

Setiap Bidang mempunyai jabatan Fungsional tertentu vang
menjalankan tugas pokok dan fungsinya seperti halnya sebelum
Permenpan tersebut diberlakulkan. Harapannya adalah agar
setiap ASN mempunyal kompetensi dan profesionalisme yang
sesuai dengan kebutuhan, Jabatan fungsional saat ini tidak
terikat pada pekerjaan dan tupoksinya saja, akan tetapi bisa
melaksanakan tugas lain diluar tigas pokok dan fungsi sesuai
kebutuhan dan apabila dibutuhkan oleh organisasinya ataupun
oleh SKPD lain,

1.3. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja
Dinas Sosail Kota Cimahi sebagal berilkoat
a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembanpgunan Nasional (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 4421];

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah




[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
{Lermbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomeor 136);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6178);

Peraturan Menteri Dalam Neger: Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

Peraturan Kementerian Dalam Negeti [Permendagri) Nemar 15 Tahun
2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
Di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembanpunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Hencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5% Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal [Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Mentenn Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan



dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Momor 1447)

k. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Tecknis Pengelolaan Keuangan Daerah [Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781]);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daecrah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

m. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016
teritang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi
(Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 287);

n. Peraturan Wali Kota Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Kedudultan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Perangkat Dacrah Kota Cimahi;

g, Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;

p. Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.4. MAESUD DAN TUJUAN

1.4.1 Maksud
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Cimahi

Tahun 2024 mempunyai maksud sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran yang jelas kepada Dinas Sosial
yang baru terbentuk untuk mewujudkan sinergitas antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan, serta mewnjudkan efisicnsi
alokasi sumber daya dalam pembangunan.

2. Sebagai acuan dalam pelaksanaan pertangerungjawaban
Kepala Dinas Sosial Kota Cimahi dalam penyelenggaraan
Pemernntahan untuk mewujudkan pemernntahan yang
baik.




1.4.2 Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini adalah

1. Supaya memiliki arah yang jelas dalam melaksanakan
program dan kegiatan di Tahun 2024 dan untuk
mewujudkan pencapaian program dan  kegiatan,
mewujudkan keterkaitan dan konsistensi perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan
pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan
mitra kerja terkait, mengoptimalkan sumber daya agar
lebih efektif dan efigien serta menjadi pedoman dalam
penyusunan rancangan APBD  Dinas Sosial Tahun
Anggaran 2024,

2. Bebagai alat bantu bagi rujukan penilaian Kinerja Kepala
Dinas Sosial Kota Cimahi terhadap pelaksanaan Program
dan kegiatan dengan menggunakan telak ukur masukan,

keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kota
Cimahi Tahun 2024 adalah sebagai berikut @
PENDAHULUAN

BAB I1

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinsos,
proses penyusunan, serta Kketerkaitan antara Renja dengan
dokumen RKPD, Renstra Dinsos, dengan Renja K/L dan Renja
Provinsi, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika
penulisan Renja Dinsos.

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Memuat kajian terhadap evaluasi pelaksansan Renja Dinas
Sosial Tahun 2022 dan realisasi Renstra Dinas Sosial mengacu
pada hasil laporan kinerja tahunan, Analisis Kinerja Pelayanan,
Isu Penting Penvelenggaraan Tugas dan Fungsi, Reviu terhadap
Rancangan Awal REKPD, Penelaghan Usulan Program dan
Kegiatan Masyarakat,

TUJUAN DAN SASARAN

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional yang terkait
dengan tugas pokok dan fungsi Dinsos, tujuan dan sasaran
Renja Dinsos berdasarkan rumusan isu-isu  penting
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BAEB V

penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinsos yang dikaitkan
dengan sasaran target kinerja Renstra Dinsos serta rumusan
program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan
oleh Dinsos pada tahun 2024,

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memuat rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan vang
akan dilaksanakan woleh Dinsos disertal indikator kinena
program dan indikator kinerja kegiatan, indikator lanerja sub
kegiatan serta lokasi, target capaian kinerja dan pagu indikatif.
PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam
rangka pelaksanaan dan ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah
pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut pelaksanaan Renja
Dinsos Kota Cimahi Tahun 2024.




BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGEAT DAERAH
TAHUN 2022

2.1. Evalnasi Pelaksanaan Renja SKPFD Tahun 2022 dan capaian
Renstra SKPD.

Pelaksanaan Evaluasi Renja yvang dilakukan oleh Dinas Sosial
merujuk pada amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendahan dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembanpunan Daerah, setiap dokumen
perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya

Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Cimahi tahun 2024 mengacu pada
pencapaian indikator program yang tertuang dalam Rencana Strategis
Perubahan Tahun 2023-2026. Pada tahun 2022 anggaran yang diterima
vleh Dinas Sosial Kota Cimahi berjumlah sebesar
Rp. 15.037.536.975,-. Belanja langsung dijabarkan untuk pendanaan
program dan kegiatan yang terdiri dari 5 Program dan 14 Kegiatan 48 Sub
Kegiatan,

Realisasi yang dicapai pada tahun 2022 secara keseluruhan dari
beianja scbesar Rp.15.306.138.072,- sampai pada akhir tahun terealisasi
sebesar Rp. 9.402,955.945 atau sebesar 61,43% merupakan hasil yang
telah dilakukan melalui berbagai kegiatan dan program vang sudah
direncanakan. Dari anggaran yang direncanakan terdapat beberapa
Kegiatan yang belum dapat dilaksanakan diantaranya fasilitasi bantuan
sosial kesejahteraan keluarga — terkendala dengan penandatangan
Peraturan Wali Kota yang baru ditetapkan pada bulan September 2022
maka realisas: f[asilitasi bantuan sosial kepada keluarga berupa
pemberian Kestrada dapat direalisasikan selama 3 bulan. Berbagai cara
dan upaya dilakukan agar semua rencana program dan kegiatan yvang
sudah ditetapkan dapat terlaksanan dengan hasil yang maksimal.

Belanja vang ada pada DPA Dinas Sosial terbagai pada 5 (lima)
program diantaranya
a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan

alokasi anggaran aebesar Rp. 5.196.946.552,- Terdiri dari 7 kegiatan
18 Sub kegatan. Sasaran urusan ini adalah menmgkatnya kinerja
pelayanan Dinas Sosial melalui ketertiban administrasi, kapasitas
aparatur vang handal bagi pelayanen masyarakat serta kualitas

k




.

perencanaan bagi pelaksanaan pelayanan yang sesuai dengan
kebutuhan pelayanan masyarakat.

Program Pemberdayaan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
1.851.130.880,- terdiri dari 1 kegiatan dan 4 Sub Kegiatan. Sasaran
Program ini adalah meningkainya kemampuan Pemeriu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS| dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
[PSKS).

Program Rehabilitasi Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
1.421.962.400,- terdiri dari 2 kegiatan dan 14 sub kegiatan. Sasaran
Program ini adalah meningkatkan pelayanan dasar rehabilitast sosial
penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar
gseria gelandangan pengemis dan masyarakat di luar panti dan
Rehabilitasi social penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMES)
lainnya bukan korban HIV /AIDS dan NAPZA di luar panti,

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan alokasi anggaran
sebesar Rp, 5.057.125,240,- terdiri dari 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan,
Sasaran Program ini adalah meningkatkan perlindungan dan jaminan
sosial.

Program Penanganan Bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
TTE.973.000,- terdari dari 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan. Sasaran
Program ini adalah terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana
pada saat dan setelah tanggap darurat.
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Berdasarkan tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan

Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun
2022, yaitu:

1.

Tabel T-C 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pclaksanaan Rencana
Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun
2022 merupakan realisasi atas Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun 2022 yang didasarkan pada
Perubahan Renstra 2017-2022. Rekapitulasi Evaluasi Hasil
Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis
sampai dengan Tahun 2022 hanya berisi target program dan
kegiatan Renja Tahun 2022 yang telah mengacu Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Veriikasi dan Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran  Klasifikasi, Kodefikasi dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Dacrah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan kewenangan urusan-urusan tersebut di atas,

dalam penilaian kinerja Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan

Urusan Pemenntahan di bidang sosal, Anahsis Kinerja pelayanan Dinas
Sosial Kota Cimahi didasarkan pada kajian capai kinerja pelayanan

scsuai

indikator kinerja yang diterapkan dalam rencana strategis

meliputi:

%

Cakupan layanan rchahbilitasi sosial dengan cara meningkatkan

layanan rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas terlantar,

yang terpenuhi hak dasarnya diantaranya :

a.
b.

<.

Prosentase Penanganan Pemberdayaan PPKS capaianya 100 %
Prosentase PPKE yang mempercleh bantuan dalam pemenuhan
kebutuhan dasar capaiannya 100 %

Prosentase PPKS yang direhabilitasi 100 %

Cakupan layanan Pemberdayaan Sosial yaitu :

a.

Meningkatnya jumlah SDM  Kesejahteraan Sosial yang
tersertifikasi capaiannya 20 %



b. Meningkatnya LKS yang terakreditasi 100 %

3. Cakupan Layanan Perlindungan dan .Jaminan Sosial dengan cara
meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial bagli masyarakat
miskin dan korban bencana, meningkatkan pelatihan bagi tagana
serta terbentuknya kampung siaga bencana:

- Meningkatnya penanganan pemberdayaan PPKS capaiannya 100 %
- pembentukan kampung siaga bencana di 2 (dua) kelurahan

4, Calkupan layanan kemiskinan dengan cara meningkatkan pengolahan
dan verval data PPKS dan meningkatnya pengelolaan dan verval data
kemiskinan dan program  perlindungan sosial untuk dapat
dimasukkan kedalam DTKS.

Analisis Kinerja Pelayanan Dinsos Tahun 2023 merupalcan kajian
terhadap capaian kinerja pelayanan dengan kinerja yang dibutuhkan dan
dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut seria
mengidentifikasi  permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan
program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai
dengan tugas dan fungsi.

Kinerja pelayanan Dinsos Tahun 2023 diukur berdasarkan capaian
Indikator Kinera Kunci pada Perubahan RPD Kota Cimahi tahun 2023-
2026 serta indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang
direncanakan dalam Perubahan Renja Dinsos Tahun 2022. Indikator
kinerja Dinsos Tahun 2023 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinsos Kota
Cimahi berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2021
Tentang Tugas dan Fungsi pada Dinas Sosial Kota Cimahi.

Untuk menganalisis Kinerja Pelayanan pada Dinsos Kota Cimahi
Tahun 2023-2026 digunakan Indikator Kinega Kunei berdasarkan RPD
Kota Cimahi Tahun 2023-2026, dengan sasaran target sesuai dengan
Perubahan Renstra Dinaos Tahun 2023-2026. Hasil Analisis Capaian
Kinerja Dinsos Kota Cimahi sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagai
berbkut:
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2.3. Isi-isn Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Peranghat

Daerah

Beberapa isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial

Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial vang
belum mendapatkan pelayanan kescjahteraan social;
2, Masih rendahnya peran masyarakat dan swasta dalam

penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial di Kota Cimahi

2.4. SPM Dinas Sosial

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang

telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Rl berdasarkan Peraturan

Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi

dan

Kabupaten/Kota. SPM Bidang Urusan Sosial di  Daerah

Kabupaten /Kota mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu :

B.

Rechabilitasi Sosial Dasar Penvandang Disabilitas Terlantar di
LuarPants;
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;

c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;

Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti; dan
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial,

Adapun dasar hukum jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial
diatur dalam :

Peraturan Menteri Sosial Rl Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Spaial di Dasrah Provingi dan Kabupaten /Kota; dan

Lampiran [1 Peraturan Menteri Sosial RI Nomer 9 Tahun 2018
tentang Teknis Pembiayaan Pemenuhan Pelayanan, Sumber Daya
Manusia, Sarana dan Prasarana SPM Bidang Sosial di Daerah
Kabupaten /Kota. Target pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial di
Kota Cimahi sesuai Renstra Perubahan Dinas Sosial Keta Cimahi
Tahun 2023-2026

menargetkan pencapaian SPM Bidang Sosial untuk tahun
pencapaian 2023 secara terperinci sebagai berikout :



Target Capaian SPM Urusan Sosial

Ha denis Pelayanan Dasar t-ﬁﬁm
1 Hrehalilitasi sosial dasar Pt'll._ﬁ;.;'}_dﬂllﬂ dn:lhi[i_l.'u 100 "
ferlantar O luar pandi
2 Rehabilitas] sosinl dasar ok lEl.']I:_I_!!E_r_ El_il:l_t_l_l:_'E.I!I_'_ll_l L HD B
3 | Rehabilitasd sosial dasar binjil usds terlantar o) liar i
FRLl|
i j!?hrl'm'hillHm:u aosal dasar funa sosial kin ISLERINYA TN "4
L gelandungan dan pengemis di huar panti L
5 FPerlindungan dan jaminan sospal pnrln. smnt fngEap 1R M
clarural dan paska bencans bagl korban bencans
| Kab/Hota |-

Sumber - Pemiuron Merien Sosipl BY Noowe 9 Trfien 2008

2.5. Review Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal REKPD dimaksudkan untuk
membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program
dan kegiatan berdasarkan anahis kebutuhan yang telah dipertimbangkan,
kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja
yang dicapai oleh Perangkat Daerah. dengan arahan Kepala Daerah
terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan
untuk setiap Perangkat Daerah berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKEPD meliputi kegiatan identifikasi
prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program /kegiatan, tolak
ukur atau targel sasaran program /kegiatan, serla pagu indikatil yang
dialokasikan untuk sctiap program/kegiatan Perangkat Daerah yang
bersangkutan.
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3.1 Telashan terhadap Eebijakan Nasional

Penvelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah  satu
pricntas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang
Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
penyelenggaraan  kesejahleraan  sosial. Yang dimaksud dengan
penyelenggaraan kessjahteraan sosial ialah upava yang terarah, terpadu,
dan berkelanjutan vang dilakuksn Pemerintah, pemerintah daerah, dan
masyarakat dalam bentuk pelayanan zosial guna memenuhi kebutuhan
dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial,
pemberdayasn sosial, dan perlindungan sosial. Tujuan penyvelenggaraan
kesejahteraan sosial menurut UL Nomor 1] Tahun 2009 sebagai berikut:

a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan
hidup;

b, Memubhkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandinan;

¢. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan
menangani masalah kesejahteraan sosial;

d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial
dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara
melembaga dan berkelanjutan;

e, Meningkaitkan kemampuan dan Kepedulian masyvarakat dalam
penyvelenggaraan  kesejahteraan  sosial @ sécara melembaga dan
berkelanjutan; dan

f. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan
gosial.

Penvelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka
vang memiliki kehidupan vang tidak layak secara kemanusiaan dan
memiliki kriteria masalah sosial sebagai berikut @

a, HKemiskinan, yaitu kondisi sosial ckonomi masyarakat yang
tidak mempunyval kemampuan dalam memenuhi kebutahan pokok
yang layak bagi kemanusiaan;

b. Ketelantaran, yaitu pengabaian / penelantaran anak-anak dan orang
lanjut usia karena berbagai sebab atau kondisi tidak terpenuhinya
kebutuhan fisik, psikis, dan sosial secara wajar vang disebabkan oleh
ketidakmampuan sosial ekonomi, dan pengabaian terhadap tugas dan
tanggungjawab;

¢. Kecacatan, waitu hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi
abnormalitas fungsi struktur anatomi psikologi maupun fisiologis;
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d. Keterpencilan, yaitu isolasi alam yang berakibat pada ketertinggalan
yvang dialami olch komunitas adat terpencil atau kondisi kehidupan
komunitas sosial budaya |lokal vang tingegal pada lokasi yang terisolir
secars geografis dan sulit terjangkau serta belum ada kontak (interalsi)
dengan dunia luar;Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, vaitu
merupakan indikasi atas ketidak berhasilan fungs sosial scscorang,
yakni tergantungnya salah satu atau lehih fungsi vang berkaitan dengan
pemenuban kebufuhan fisik, emosi, konsep din dan juga kebutuhan
religius, rekereasi dan pendidikan  seseorang  atau kondisi
penyimpangan atau pelanggaran terhadap nilai dan norma sosial,
moral, dan etika yang berlaku di masyarakat;

e. Korban bencana, yaitu perorangan, keluarga, atau kelompok
masyarakat vang menderita baik secara fisitk, mental, maupun sosial
ekonomi secbagai akibat dar terjadinva bencana yang menvebabkan
mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan fugas-tugas
kehidupannys; dan/atau

f. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, yaitu orang
[baik  individu, keluarga atau kelompok} yang mengaelami tindak
kekerasan, baik dalam bentuk penelantaran, perlakuan salah,
eksploitasi, diskriminasi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya
maupun orang vang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya
sehingga menyebabkan fungsi sosialnya iergangeu

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yvang dilaksanakan oleh
pemeriniah maupun masyarakat meliputi:

a. Rehabilitasi sosial, vaitu proses refungsionalizasi dan pengembangan
untuk memungkinkan seseorang mampu  melaksanakan  fungsa
sogialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

b. Jaminan sosial, yaitu skema yvang melembaga untuk menjamin selunih
rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yvang lavak.

. Pemberdavasn sosial, yvaitu semus upayva vang diarahkan unouk
menjadikan warga negera vang mengalami masalah sosial mempunysd
dava, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

¢. Perlindungan sosial, yaitu semua upaya vang diarabhkan untuk

mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial



3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kota Cimahi

Berdasarkan Inatruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021
tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi
Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Yang Berakhir Pada Tahun
2022, maka penentuan tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan
Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 berdasarkan Visi dan Misi
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dacrah (RPJPD]) Kota Cimahi
Tahun 2005-2025.

Demikian halnya dengan tujuan dan sasaran Dinas Sosial tidak
tertepas dari visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun
2023-2026, yang merupakan pembangunan tahap kelima dalam Rencana
RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025, yaitu tahap Pemeliharaan Kondis
dinamis measyarakat Madani Cimahi dengan mempertahankan semus
keunggulan yang telah dicapai serta terus meningkatkan dan
memanfaatkan semua potensi yang dimiliki.

Adapun Visi Kota Cimahi yang tertuang dalam RPD Kota Cimahi
Tahun 2023-2026 wyaitu "CIMAHI HKOTA CERDAS". Dalam upaya
perwujudan Visi Kota Cimahi Tahun 2023-2026 tersebut, akan dicapai
melalui 5 (lima) Misi, sebagai berikut:

Misi 1 ¢ Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak
Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi,
Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul

Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Misi 3 ; Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta
Berbasis Inovasi Daerah

Misi 4 : Mewuyjudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan

Misi 5 :; Mewujudkan Lingkungan Hidup yvang Berkelanjutan

Berdasarkan Visi dan Misi dalam RPD Kota Cimahi Tahun 2023-
2026 serta sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan pada bidang
perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah,
maka tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Cimahi terkait dengan
pencapaian misi kedua, keempat, dan kelima dengan tujuan:
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mermiliki

a. Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik

sAsATAN yaitu :

. Meningkatnya tata kelola pemerintahan, dengan sasaran yaitu:

. Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan, dengan

a. Meningkatkan skses layanan dasar dan akses ekonomi bagl
Masyarakat berpenghasilan rendah,

Mewnjudkan Pembangunan Berkelanjutan yang Sesuai Daya
Dukung dan Daya Tampung Linglamgan, dengan sasaran vaitu:

a. Meningkatnya Ketahanan Bencana

tUgas

Dinas Sosial Kota Cimahi sebagai organisasi perangkat daerah yang
dan fungsi melaksanakan pelayanan

bidang

kesejahteraan sosial dalam bentuk penanganan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial sebagaimana tercantumn dalam Program Prioritas

Daerah Kota Cimahi

bertanggung jawab

secara penuh  terkait

penyelenggaraan urusan sosial di Kota Cimahi. Berdasarkan tujuan di

atas, dijabarkan ke dalam beberapa sasaran yang ingin dicapai.

Indikator | Sasaran Indikator Target
INEE | gean Tujuan Strategis Sasaran
Meninglkatkan
| 3!-:3&5 Lairnﬂnan Cakupan
MR Tingkat akses ekonomi P yung 100
I | angka Kemiskinan | bagi mendapatkan o
kemiskinan pelayanan
Masyarakat Dasar Sosiil
berpenghasilan
rendah
Meningkatkan | Indeks Meningkatnya | Indeks ?I’?? 111
2 Ketahanan Resilko Ketahanan Ketahanan Faedang)
Bencana Bencana Bencana Daerah !
L indeks
Mewuan | sy | HPBAN | il vatuas
Tata Kelola ; 1 Reformasi et
a : Relormasi | inovasi ; : 35 Nilai
Pemerintahan . ; Birckrasi
. Birokrasi pelayanan : ’
| yang Baik publik Dinas Sosial
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGEAT DAERAH

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan
kehijakan pada bab sebelumnya, maka disusun langkah-langkah
strategis yang bersifat lebih operasional dalam kurun waktu satu tahun
{2024), meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strateg dan arah
kebijakan Dinas Sosial Kota Cimahi dengan tetapmengacu pada program
pembangunan pada RPD Kota Cimahi 2023-2026, Sedangkan pendekatan
kegiatan dan sub kegiatannya mengacu pada Permendagri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
PerencanaanPembangunan dan Keuangan Daerah yang disempurnakan
dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-588% Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

Pada bagian ini disajikan rencana program, kegiatan, sub kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang
rmerupakan penjabaran dan tabel yang menjelaskan tentang strateg dan
kebijakan Dinas Sosial Kota Cimahi tahun 2024, Indikator kinerja
program  menunjukkan capaian  keberhasilan program  vang
mencerminkan outcome. Sedangkan indikator kinerja kegiatan
menunjukkan keluaran (output] dan kegiatan yang dilaksanakan.
Adapun secara rinci disajikan dalam tabel berilaut :
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BAE IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Sosial 2024 disusun sebagai pedoman untuk
pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2024, vang terdiri dari
S (lima) Program, 14 Kegiatan dan 30 sub Kegiatan. Jumlah Rencana
Anggaran Tahun 2024 Secara keseluruhan berjumlah
Rp. 15.037.536.975,-.

Pelaksanaan rencana kerja tergantung sepenuhnya kepada
kebijakan yang akan dilaksanakan, serta sejauh mana kinerja serta
dukunga sumber daya yang dimiliki baik sarana maupun prasarana yag
ada , Kaidah-kaidah yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan
rencana kerja tersebut, sebagai beriut -

1. Melakukan sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan setiap program dan
kegiatan yang pendanaanya bersumber dari dana APBD, APBN dan
sumber lainnya harus membuat rencana kerja vang dapat
menggambarkan sinergitas program /kegiatan sesuai dengan sumber
angaran.

2. Menjaga efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program, Kepala Dinas
Sosial wajib melakukan pengendalian dan  evaluasi terhadap
pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan Tahun 2024 melalui
upaya Koreksi dan penyampaian hasil evaluasi kepada Pj.Wali Kota
melalui kepala Bapelithangda setiap Triwulan.

3. Melakukan koordinasi yang maksimal dengan semua pihak wang
mempunyai keterkaitan program dan kegiatan baik secara vertikal
maupun interen sehingga ketercapaian program dan kegiatan bisa
scslai dengan target vang telah ditetapkan.

NIP. 197110031991011002




